
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

( SALINAN ) 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 35 TAHUN 2016 

TENTANG 
PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015, 'perlu disusun Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai 

rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015; 

b. bahwa penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. tentang 

Penyelenggara~ Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

4. 

5. 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 

2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5272); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 



- 5-

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 

32 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 

Nomor 32); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi 

Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran 

Daerah Tahun 2008 Nomor 14); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 

13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 

Tahun 2014 Nomor 13); 

25.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 

7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran 

Daerah Tahun 2015 Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 

3 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 3 ). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2015. 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

2. 

a. Pendapatan Asli daerah 

b. Transfer Dana Perimbangan 

Rp. 123.315.123.948,31 

Rp. 710.868.975.668,00 

c. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 

Rp. 94.067 .572.000,00 

d. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 

Rp. 46.020.008.695,67 

e. Bantuan Keuangan Rp. 7.260.000.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 59.575. 793.491,00 

Jumlah Pendapatan Rp; l.041.107.473.802,98 

Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 379.928.195.854,00 

2) Belanja Bunga Rp. 0,00 

3) Belanja Subsidi Rp. 0,00 

4) Belanja Hibah Rp. 35.316.959.871,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 843.350.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 2.942.068.700,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 86. 903.487 .836,00 

8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.834.684.000,00 

Jumlah Belanja Tidak LangsungRp. 507.768.746.261,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 69.966.772.746,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 198.592.311.566,59 
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3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

3. Pembiayaan : 

a.Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp. 295.819.043.396,63 

Rp. 564.378.127.709,22 

Rp. 1.072.146.873.970,22 

(Rp. 31.039.400.167,24) 

Rp. 141.640.132.617,27 

Rp. 11.500.000.000,00 

Rp. 130.140.132.617,27 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Rp. 99.100.732.450,03 

Pasal2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam 

penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 15 September 2016 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 15 September 2016 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

BAMBANG PURWANTO 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

MASRADIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 
NOMOR: 35 

Salinan sesua slinya 
KEPALA BA.~m M, 

M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si 
NIP. 19600429 1993111 002 




